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	Abstrak
Sertifikat tanah merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program sertifikasi tanah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara administratif, hukum, maupun sosial. Permasalahan semakin kompleks ketika proses penyelesaian sengketa pertanahan telah mencapai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tetapi implementasinya terhambat oleh birokrasi dan lemahnya daya eksekusi. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2023, di mana pihak yang menang tidak serta-merta memperoleh kembali hak atas tanahnya akibat minimnya koordinasi lembaga dan belum optimalnya sistem sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan sertifikat tanah dan tantangan dalam implementasi putusan pengadilan terkait hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasi deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen putusan pengadilan yang menjadi fokus kajian. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah aspek hukum substantif dan prosedural yang memengaruhi efektivitas sistem pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada ketidaksesuaian antara data yuridis dan data fisik tanah, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi seperti sertifikat elektronik. Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan masih lemah akibat terbatasnya kewenangan pengadilan dalam mengeksekusi hak atas tanah. Oleh karena itu, reformasi sistem sertifikasi dan penguatan mekanisme eksekusi putusan menjadi langkah krusial untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di bidang pertanahan.
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	Abstract
Land certificate is a legal instrument that provides certainty and protection of land rights. However, in practice, the implementation of land certification programs in Indonesia still faces various obstacles, both administratively, legally, and socially. The problem becomes more complex when the land dispute resolution process has reached a court decision with permanent legal force, but its implementation is hampered by bureaucracy and weak execution power. This is reflected in the Supreme Court decision Number 289 K/Pdt/2023, where the winning party does not necessarily regain its land rights due to the lack of coordination of institutions and the not optimal certification system. This study aims to identify obstacles in the implementation of land certificates and challenges in the implementation of court decisions related to land rights. This study uses a normative approach with descriptive specifications. Data were obtained through a literature study that includes legal literature, legislation, and court decision documents that are the focus of the study. The analysis was conducted qualitatively to examine the substantive and procedural legal aspects that affect the effectiveness of the land system in Indonesia. The results showed that the main obstacles lie in the discrepancy between juridical data and physical data of the land, the low legal literacy of the community, as well as the not optimal implementation of digitization such as electronic certificates. In addition, the implementation of court decisions is still weak due to the limited authority of the court in executing land rights. Therefore, the reform of the certification system and the strengthening of the decision execution mechanism are crucial steps to realize justice and legal certainty in the land sector.
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PENDAHULUAN
Sertifikat tanah di Indonesia telah dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah dalam menjamin kepastian hak atas tanah. Melalui pendaftaran tanah, negara mencoba memberikan perlindungan hukum kepada setiap subjek hukum yang memiliki hak atas bidang tanah tertentu. Namun, proses sertifikasi masih menyimpan banyak persoalan, terutama ketika keabsahan dokumen dan prosedur administratif dipertanyakan. Ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan memperparah kondisi tersebut (Suharto, dan Supadno, 2023). Hambatan administratif, sosial, dan budaya turut memperbesar risiko timbulnya sengketa tanah yang tidak kunjung terselesaikan secara tuntas.
Instrumen hukum seperti UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 memang telah memberikan dasar hukum untuk pendaftaran tanah, namun implementasinya tidak selalu konsisten. Lembaga pertanahan sebagai pelaksana sering menghadapi tekanan dari pihak luar, sehingga mendorong munculnya praktik maladministrasi dan manipulasi dokumen (Kurniawan, Wardhani, dan Hayati, 2025). Ketika sengketa tanah terjadi, pembuktian formal seringkali dijadikan dasar utama untuk menentukan kebenaran, terlepas dari kondisi sosial atau historis objek sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum lebih mengutamakan validitas administratif daripada nilai keadilan substantif. Padahal, pendekatan integratif yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum diperlukan sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (Pamungkas, Hutauruk, dan Fathurrahman, 2025).
Salah satu kasus yang menonjol adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2023, di mana gugatan atas klaim kepemilikan tanah oleh Ni Made Murni ditolak oleh seluruh tingkatan pengadilan hingga kasasi. Sengketa ini berawal dari penguasaan tanah oleh tergugat tanpa seizin penggugat, dengan dasar dokumen yang keabsahannya dipersoalkan. Meskipun penggugat telah mengajukan sejumlah bukti, termasuk SPPT, pengadilan tetap menilai tidak adanya kekeliruan hukum yang mendasar dalam proses sebelumnya. Dalam kasus ini, Badan Pertanahan Kabupaten Badung dinilai turut berperan dalam permasalahan karena telah memproses sertifikasi atas dasar bukti yang tidak kuat (⁠Cintami, 2024). Proses administrasi yang longgar dan kurangnya verifikasi mendalam menimbulkan pertanyaan terhadap integritas sistem pertanahan nasional.
Keputusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tidak hanya bergantung pada pertimbangan hukum, tetapi juga pada validitas dokumen administratif yang bersifat formal. Meski sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, seringkali pelaksanaan putusan terhambat oleh resistensi masyarakat atau lemahnya koordinasi lembaga terkait (Purba dan Lubis, 2024). Ketika keadilan substantif tidak diutamakan, maka putusan hukum justru berpotensi memperpanjang konflik. Selain itu, tantangan lain datang dari belum optimalnya penggunaan teknologi seperti QR Code pada sertifikat tanah elektronik untuk menjamin transparansi (Patittingi, 2024). Perlu adanya perbaikan sistemik agar implementasi hukum atas sertifikat tanah dapat benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bersengketa.
Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis hambatan dan tantangan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah; (2) Mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2023 sebagai cerminan pelaksanaan hukum atas sengketa pertanahan.




METODE PENELITIAN
Metode Penelitian ini memakai pendekatan normatif untuk mengkaji hambatan hukum dalam sertifikasi tanah dan implementasi putusan pengadilan. Norma hukum dijadikan sebagai sumber utama untuk menelusuri permasalahan melalui telaah sistem hukum positif. Para akademisi telah menggarisbawahi pentingnya kesinambungan antara kebijakan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan (Pamungkas, Hutauruk, dan Fathurrahman, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghubungkan teori hukum dengan fakta hukum melalui analisis terhadap peraturan dan putusan.
Spesifikasi deskriptif digunakan karena mampu menyajikan permasalahan secara sistematis dan faktual dari berbagai aspek yang relevan. Penjabaran keadaan hukum dilakukan berdasarkan fakta normatif tanpa melakukan penambahan atau pengurangan terhadap makna substansi yang ditelaah. Hambatan-hambatan yang bersifat struktural dan administratif dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah diuraikan secara mendalam oleh para ahli (Suharto dan Supadno, 2023). Melalui pendekatan ini, akar disharmonisasi antara norma hukum dan implementasinya dapat diidentifikasi secara objektif dan proporsional.
Sumber data utama diambil dari bahan hukum primer seperti peraturan dan putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2023. Selain itu, bahan hukum sekunder dan tersier dimanfaatkan untuk memperkaya analisis dan memperkuat argumen hukum. Peneliti mengumpulkan data melalui studi pustaka dan menyusun temuan secara tematik agar keterkaitan antara norma dan praktik dapat tergambar jelas. Dalam kerangka itu, pengambilan keputusan hukum diharapkan tidak hanya bersandar pada regulasi, tetapi juga mempertimbangkan efektivitasnya dalam praktik (Prawirosentono dan Primasari, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hambatan dan Tantangan Hukum dalam Proses Sertifikasi Tanah di Indonesia
Proses sertifikasi tanah di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai hambatan hukum, baik dari sisi administratif maupun struktural. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menertibkan kepemilikan tanah ternyata masih menyisakan berbagai persoalan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi dan tata cara pelaksanaannya. Ketiadaan pemahaman ini membuat partisipasi masyarakat tidak maksimal, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih klaim atas tanah. Sebagaimana dikemukakan oleh Suharto dan Supadno (2023), masih terdapat banyak kendala dalam penerapan program PTSL, terutama terkait dengan minimnya data yuridis dan fakta di lapangan yang akurat dan dapat diverifikasi.
Di sisi lain, tantangan hukum dalam sertifikasi tanah juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antarlembaga terkait, seperti antara BPN, pemerintah daerah, dan pengadilan. Ketidaksinkronan informasi antarinstansi membuka celah bagi munculnya konflik agraria. Lemahnya integrasi data menyebabkan sertifikat ganda dapat terbit, meskipun hanya satu pihak yang memiliki hak sah atas tanah tersebut. Dalam banyak kasus, konflik ini pada akhirnya berujung pada sengketa hukum yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kelembagaan dalam sistem pertanahan nasional perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menjadi hambatan bagi kepastian hukum kepemilikan tanah.
Tantangan lainnya berkaitan dengan beban biaya yang dirasakan oleh masyarakat dalam proses sertifikasi. Meskipun program PTSL disebutkan bersifat gratis dalam pelaksanaannya, pada kenyataannya masyarakat masih dibebani dengan biaya lain seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang tidak dijelaskan secara transparan. Utami et al. (2024) mengungkapkan bahwa kurangnya kejelasan mengenai komponen biaya tersebut menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, bahkan menyebabkan sebagian warga enggan mengikuti program sertifikasi secara resmi. Keengganan ini justru memperbesar potensi konflik tanah yang dapat dicegah apabila proses sertifikasi berjalan dengan baik dan transparan.
Selain itu, transformasi sistem sertifikasi menuju digitalisasi juga menghadapi berbagai kendala, terutama dari segi kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Implementasi sertifikat elektronik dengan fitur QR code merupakan langkah maju dalam mencegah pemalsuan dokumen dan mempercepat proses administrasi. Namun dalam praktiknya, resistensi dari masyarakat serta minimnya literasi digital menjadi hambatan yang cukup besar. Tanpa edukasi hukum dan pemahaman yang memadai, digitalisasi justru dapat memperumit akses masyarakat terhadap hak kepemilikannya. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan oleh Prawirosentono dan Primasari (2022), keberhasilan manajemen sistem pertanahan sangat bergantung pada strategi komunikasi dan pendekatan sosial yang digunakan oleh lembaga pelaksana.
Dengan demikian, hambatan dan tantangan hukum dalam proses sertifikasi tanah di Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkan reformasi sistemik yang tidak hanya fokus pada regulasi teknis, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan sinergi antarlembaga. Sertifikasi tanah seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif, bukan sebaliknya menjadi pemicu konflik baru akibat tata kelola yang lemah. Pemahaman yang utuh terhadap dinamika sosial dan hukum di lapangan akan menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah secara nasional.
Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2023 dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah
Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2023 memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi keputusan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), pemulihan hak penggugat tidak segera terlaksana secara nyata. Sengketa ini bermula dari tumpang tindih klaim kepemilikan yang seharusnya dapat dicegah melalui sistem sertifikasi yang tertib dan terkoordinasi. Namun pada kenyataannya, lemahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya data yuridis yang dapat diandalkan membuat proses hukum berjalan lambat dan tidak efektif dalam melindungi hak pihak yang sah.
Permasalahan berikutnya terletak pada tahap eksekusi putusan. Banyak putusan perdata, termasuk perkara 289 K/Pdt/2023, menghadapi stagnasi di tahap pelaksanaan karena tidak adanya mekanisme eksekusi yang konkret dan dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Hambatan struktural seperti penolakan pihak tergugat, lemahnya koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan tidak adanya regulasi teknis pelaksanaan menjadi penyebab utama gagalnya implementasi putusan. Sebagaimana dinyatakan oleh Purba dan Lubis (2024), hambatan dalam pelaksanaan putusan perdata merupakan masalah klasik yang belum terselesaikan dalam sistem peradilan Indonesia, karena tidak adanya integrasi antara putusan pengadilan dan lembaga pelaksana keputusan.
Selain itu, dalam konteks kasus ini, keadilan prosedural telah terpenuhi melalui putusan pengadilan yang memenangkan penggugat. Namun, keadilan substantif masih jauh dari harapan karena pihak yang menang belum dapat menikmati kembali haknya atas tanah. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur hukum formal tidak otomatis menjamin keadilan secara menyeluruh. Ketidakefektifan pelaksanaan putusan menciptakan ketimpangan antara norma hukum dengan realitas sosial, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperparah konflik agraria yang semakin kompleks.
Urgensi reformasi sistem eksekusi putusan pengadilan menjadi semakin jelas. Diperlukan pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur teknis pelaksanaan putusan perdata, khususnya dalam perkara pertanahan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan wewenang aparat pelaksana seperti juru sita dan pihak pengadilan negeri di daerah sangat diperlukan agar proses eksekusi tidak lagi bergantung pada itikad baik pihak yang kalah. Dalam kerangka manajemen strategis hukum, seperti yang dikemukakan oleh Prawirosentono dan Primasari (2022), penyelesaian konflik hukum membutuhkan pengambilan keputusan yang adaptif serta koordinasi yang kuat antarunit dalam satu sistem hukum yang terintegrasi.
Dengan memahami kompleksitas yang ditunjukkan dalam implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2023, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah di Indonesia tidak cukup hanya dengan mengandalkan proses pengadilan. Tanpa mekanisme eksekusi yang kuat dan responsif, keputusan hukum akan kehilangan daya keberlakuannya. Oleh karena itu, perbaikan sistem hukum pertanahan tidak boleh hanya berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi harus menyentuh akar masalah dalam pelaksanaan dan pengawasan agar keadilan substantif dapat diwujudkan secara nyata dan merata. Tabel berikut menyajikan perbandingan hambatan substantif dan prosedural berdasarkan temuan lapangan dan referensi studi ilmiah:
Tabel 1. Perbandingan Hambatan Substantif Dan Prosedural
	Jenis Hambatan
	Substantif (Hukum)
	Prosedural (Administratif)
	Sumber Referensi

	Kepastian Status Hak
	Tumpang tindih klaim, lemahnya validasi data
	Ketidaksiapan sistem PTSL secara menyeluruh
	Suharto & Supadno (2023)

	Eksekusi Putusan
	Lemahnya pelindungan hukum terhadap pemilik sah
	Tidak optimalnya peran aparat pelaksana putusan
	Purba & Lubis (2024)

	Sertifikasi Elektronik
	Resistensi masyarakat, rendahnya literasi hukum
	Infrastruktur digital belum merata
	Patittingi (2024)

	Aspek Biaya
	Kurangnya kejelasan perhitungan BPHTB
	Minimnya transparansi dalam pelaksanaan PTSL
	Utami et al. (2024)

	Prinsip Keadilan
	Hukum tidak sejalan dengan kondisi sosial masyarakat
	Penegakan keadilan belum disertai mekanisme pengawasan
	Kurniawan, Wardhani, & Hayati (2025)


Temuan di atas menunjukkan bahwa perbaikan sistem hukum agraria di Indonesia harus mencakup dimensi substansi hukum dan efektivitas administrasi secara bersamaan. Harmonisasi antarperaturan, peningkatan edukasi masyarakat, dan penguatan mekanisme eksekusi menjadi tiga pilar penting dalam membangun sistem pertanahan yang adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam proses sertifikasi tanah di Indonesia disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, ketidaksesuaian antara data yuridis dan fisik, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program sertifikasi seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di samping itu, sistem administrasi pertanahan yang belum sepenuhnya digital dan transparan turut memperburuk efektivitas pelaksanaan program, meskipun regulasi yang mengatur telah tersedia secara normatif. Sementara itu, tantangan implementasi putusan pengadilan dalam sengketa pertanahan, seperti yang terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2023, terletak pada lemahnya kekuatan eksekusi lembaga peradilan. Proses eksekusi yang lambat dan tidak konsisten, serta tidak adanya sanksi tegas bagi pihak yang menghambat pelaksanaan putusan, mengakibatkan pemilik sah tanah tidak dapat memperoleh haknya secara efektif meskipun telah dimenangkan dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA
Cintami, C. (2024). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Study Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 4(3), 136-144.
Kurniawan, D. M., Wardhani, N. E., & Hayati, M. (2025). Implementasi Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia: Implementasi Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 8(1), 227-248.
Pamungkas, G. S., Hutauruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan yang Berkelanjutan. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(1), 26-37.
Patittingi, F. (2024). Implementasi Qr (Quick Response) Code Pada Sertifikat Tanah Elektronik. TOHAR MEDIA.
⁠Prawirosentono, S., & Primasari, D. (2022). Manajemen Stratejik & Pengambilan Keputusan Korporasi (Strategic Management & Corporate Decision Making). Bumi Aksara.
⁠Purba, A. M., & Lubis, F. (2024). Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 6(3).
Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 9(1).
Utami, I. T., Anggraini, D. V., Niravita, A., Fikri, M. A. H., & Nugroho, H. (2024). Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 1(6), 419-427.

Copyright @ Darius Nayoltama, Inayah Ar Rohma, Tengku Amira Najla
image1.jpeg





Copyright @  Darius Nayoltama, Inayah Ar Rohma, Tengku Amira Najla   I NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research   Volume   5   Nomor   1   Tahun   202 5   Page   7361 - 7369   E - ISSN   2807 - 4238   and   P - ISSN   2807 - 4246   Website:   https:// j - innovative.org/index.php/Innovative     Hambatan  d an Tantangan  d alam Sertifikat Tanah:    Kajian Hukum  d an Implementasi Putusan     Darius Nayoltama 1 ✉ ,  Inayah Ar Rohma 2 ,  Tengku Amira Najla 3   Universitas Tarumanagara   Email :  darius.205230123@stu.untar.ac.id 1 ✉    

Abstrak   Sertifikat tanah  merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap  hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program sertifikasi tanah di Indonesia masih  menghadapi berbagai hambatan, baik secara administratif, hukum, maupun sosial. P ermasalahan  semakin kompleks ketika proses penyelesaian sengketa pertanahan telah mencapai putusan pengadilan  berkekuatan hukum tetap, tetapi implementasinya terhambat oleh birokrasi dan lemahnya daya  eksekusi. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah   Agung Nomor 289 K/Pdt/2023, di mana  pihak yang menang tidak serta - merta memperoleh kembali hak atas tanahnya akibat minimnya  koordinasi lembaga dan belum optimalnya sistem sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk  mengidentifikasi hambatan dalam pelaksa naan sertifikat tanah dan tantangan dalam implementasi  putusan pengadilan terkait hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif  dengan spesifikasi deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum,  p eraturan perundang - undangan, serta dokumen putusan pengadilan yang menjadi fokus kajian.  Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah aspek hukum substantif dan prosedural yang  memengaruhi efektivitas sistem pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian   menunjukkan bahwa  hambatan utama terletak pada ketidaksesuaian antara data yuridis dan data fisik tanah, rendahnya  literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi seperti sertifikat elektronik.  Selain itu, pelaksanaan putusan p engadilan masih lemah akibat terbatasnya kewenangan pengadilan  dalam mengeksekusi hak atas tanah. Oleh karena itu, reformasi sistem sertifikasi dan penguatan  mekanisme eksekusi putusan menjadi langkah krusial untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum  d i bidang pertanahan .   Kata   Kunci:   Sertifikat Tanah, Sengketa Pertahanan, Eksekusi Putusan, Keadilan Hukum, Digitalisasi  Sertifikat  

